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BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 34 TAHUN 2615

BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR @ TAHUN 2015
l TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
’ E RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara periu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah -
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Renubhk
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara'n Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
} . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 o

¢

(45)




Menetapkan

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); .

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5669);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memihki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

kenentingan

niengurus urusan pemerintahan, kepentin ga

I
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumiah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh %
Menteri Dalam Negeri, :
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S Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, vang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah -rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk
setiap Desa di Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
{1) Rincian Dana Desa untuk senap Desa di Kabupaten

Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung
dengan cara:

w = (0,25*2Z1)+(0,35*22)+ (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap
total penduduk miskin Desa kabupater /kota yang
bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas

wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkuic
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
kabupaten/kota vang hersangkutan

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber
dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 4
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan
geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(47)




Pasal 5 '

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah.

{3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a.tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh
perseratus);

b.tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus); dan

c. tahap Il pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh
perseratus).

(4} Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester
sebelumnya.

(S) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana
Desa semester 1.

(6) Rincian Dana Desa yvang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat yang mcliputi:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana desa;

€. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan desa dikefola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dalam rasa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember. <
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Pasal 8

{1} Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul darn penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa,

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat
setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa semester | dan semester Il kepada bupati.

{2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan;

b. Semester 1l paling lambat minggu keempat bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasai 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau
laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat |
dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa
dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di
temukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang
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melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dan Dana Des
yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuar deongan

prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasai ¢
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

tidak

Pasal 11

Peraturan Bupati 1

mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati in1 dengan penempatannya E
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal Q?"tf — 201

/,y.BUPATI DOMPU,

\’/ /
%H‘ BAMBANG M. YASIN %

S
~7

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 2§ -
SEKRETARIS DAE

2015
BUPATEN DOMPU,

A

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 31/
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : @ 7PR) 20108

TENTANG .
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2015
1 2 3 4 5
oo _265.896.337,50 61.926.646,76 327.823.000
 2lkATUA _ 265.896.337,50 23.586.364,72 | » 289.483.000
 3|KARAMABURA | 265.896.337,50 | 3771848421 | 1303.615.000
ameawt  265.896.337,50 | 3295594585 | 298.852.000
_5|DORE BARA 1 265.896.337,50 ~.25.915.140,13 | 291.811.000
6| KAREKE - © 265.896.337,50 27.519.368,03 293.416.000
— 7|MANGGE NAE 3 265.896.337,50 | 20.012.897,11 285.909.000
| B|MANGGEAS! 265.896.337,50 38.399.476,67 304.296.000
__9|SORI SAKOLO  265.896.337,50| 3393554932 299.832.000
10{KEMPO  265.896.337,50 |  39.821.464,50 305.718.000
aftaa _ 265.896.337,50 |  33.462292,70 | 299.359.000
12|SORO R 1265.896.337,50 |  22.662.299,16 | 288.559.000
Blkonte | 265.896.337,50 |  16.063.264,63 281.960.000
14| TOLO KALC 265.896.337,50 | 22.695.940,75 288.592.000
_15/SONGGAJA ) 265.896.337,50 |  11.794.188,24 277.692.000
16|DOROKOBO 265.896.337,50 $21.369.032,97 | | 287.265.000
| 17/SORO BARAT 265.896.337,50 | 40.992.777,47 | 306.889.000
18[RASA BOU 265.896.337,50 19.029305,02| 284.926.000
19/DAHA B B ~265.896.337,50 | 29.761.071,27 | 295.657.000
20{HU'U  265.896.337,50 |  41.205.201,17 | 307.102.000 |
21JADU ~ 265.896.337,50  19.403.497,83 ~ 285.300.000 |
22|CEMPIIAYA 265.896.337,50  2693381870|  292.830.000
23|MERADA 1 265.896.337,50 22.778.653,79 288.675.000
2ehma ~ 265896.337,50) 2764249054 | © 293.539.000
25{SAWE N 7 265.896.337,50 21.428.811,59 | ) 287.325.000
26[MALAIU ~ 265.896.337,50 | 3213100236 |  298.027.000
27|Las) 1 265.896.337,50 33.174.963,76 | 299.071.000
28|MBUIU _ 265.896.337,50  33.332.337,61 | ©299.229.000
| 29/KIWU - ~ 265.896.337,50  29.848.069,50 | 295.744.000
_ 30|TAROPO ~ 265.896.337,50 | 29.885.611,44 ~ 295.782.000
| 31[KARAMA 265.896.337,50 | 28.850.988,52 ) 2794.747.000
 32[sANEO 265.896.337,50 |  39.635.990,68 | 305.532.000
33| WAWONDURU ~ 265.896.337,50 |  38540.36338 | 304.437.000
34[MATUA o 265.896.337,50 ( 39.471.438,03 _305.368.000
35|NOWA ! 1265.896.337,50 | 36.734.376,09 302.631.000
36/BARA 265.896.337,50  34.216.824,81 300.113.000
37|MADA PRAMA 265.896.337,50 34.230.187,45 300.127.000
38[RIWO ] 265.896.337,50 32.387.961,43 298.284.000
33|MUMBY 265.896.337,50 47.710.146,83 213.606.000
40|SERAKAPI 265.896.337,50 | 2419243475 290.089.000
41|RABA BAXA L 265.896.337,50 13.670.11822 | 279.566.000
42{BAKA JAYA 265.896.337,50 54.500.733,30 320.797.000
43|PEKAT ~ 265.896.337,50 | 67.339.381,38 333.236.000
44|NANGAMIRO  265.896.337,50 | 2350144593 | ~ 289.398.000
45|KADINDI ~ 265.896.337,50 | 34.007.981,18 ~299.904.000
46|BERINGIN JAYA 265.896.,337,50 | 25.883.887,29 291.780.000
47|SORI NOMO 265.896.337,50 '30.486.286,84 ) 296.383.000 |
48|TAMBORA | ~ 265.896.337,50 30.331.831,07 ~ 296.228.000
~ 49|DORO PETI B 265.896.337,50 |  33.414.68201| 299.311.000
solkarOMRO 265896 337 50 1812129005 | 284.018.000 )
- - o &
G
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52| NANGAKARA
53[SORI TATANGA

51[KADINDI BARAT

r

l

3,~p85,337.50
205,896,337.50

5 HE H),J\u JU

_ 25,084,490.18
36, 677 542 70

27,071,777.41 |

.)914 nu»“

_ 54|CALABAI | 255,896,337.50 | _ 25,590,965.98 |
$5[SORIUTU 265396,337.50 | 32,854.155.94 | 298,750,000
56|BANGGO 265,896,337.50  21,81913358 287,715,000
57|KWANGKO 245,896,337.50 |  29,917,593.15 295,814,000 |
S8|LANCIJAYA 265,896,337 50 |  37,874,514.79 | 303,771,000 |
59|SUKA DAMA 265,896,337.50  31,967,964.88 297,864,000
60/ NUSA JAYA I 265,896,337.50  16,986,057.71 282,882,000
61{DOROMELO i ~265,896,337.50 26,852,807.19 292,749,000
62[NANGATUMPU | _ 265,896,337.50 | 2091467042 286,811,000
63[KAMPASI MECI 265,896,337.50 | 21,158,73245 | 287,055,000
64| TEKA SIRE 1 265,896,337.50 | 24,290,690.95 | 290,187,000
~ B5[ANAMINA ~ 265,896,337.50 17,193,436.38 283,090,000
66(TANJU ) 265,896,337.50 |  19,988379.82 | 285,885,000 |
67|RANGGO 265,896,337.50 31,057,952.24 296,954,000 |
68|JAMBU B 265,806,337.50 |  27,317,322.93 293,214,000
69|LEPADI 265,896,337.50 |  20,373,145.03 286,269,000
70[LUNE 265,896,337.50 | 20,164,779.06 286,061,000 |
71|WoKO 265,896,337.50 17,486,035.04 283,382,000
72| TEMBAL LAE 265,896,337.50 29,514,234.58 295,411,000
Total 19,144,536,300 2,127,170,700.00 21,271,707,000

l(#suwm DOMP!

~—ri

H. BAMBANG M. YASi
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